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ABSTRAK 

Fitra Windar Setio, 201210115045, Penerapan Asas Hukum Acara Perdata 

Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial, 

(Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014), x, 90 halaman, 2016 

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata Dan Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada 

pihak pekerja/buruh tanpa adanya uang pesangon yang diberikan kepada 

pekerja/buruh seharusnya dapat dihindarkan, karena sangat jelas dalam pasal 156 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa bagi 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon yang jumlahnya tercantum dalam pasal 

tersebut, serta telah terjadi ketidak sesuaian antara putusan hakimdengan dalil-

dalil para pihak. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam hal 

melindungi hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh saat dilakukan 

pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan mengetahui dasar dasar yang 

dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara 

perselisihan hubungan industrial.Untuk meneliti hal tersebut, penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta 

penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam hal penerapan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ternyata masih 

ada pekerja atau buruh yang saat dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak 

mendapatkan uang pesangon sama sekali, padahal dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak 

pekerja/Buruh saat pemutusan hubungan kerja, dimana serta penerapan dalil dalil 

hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata. 

Sudah seharusnya bagi pekerja/buruh sebagai pekerja yang bersifat tetap 

yang telah bekerja dalam suatu perusahaan mendapatkan hak-haknya saat 

dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, karena uang pesangon 

merupakan hak bagi pekerja/buruh saat di PHK, serta hakim harus memutuskan 

suatu perkara sesuai dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang sedang 

berperkara dan harus menganut asas-asas dalam hukum acara perdata. 

 

                     Pembimbing: 

                                           Istiqomah, S.H., M.H.  

                     Junla Karsa Simamora, S.H., M.M. 

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

COVER DALAM......................................................................................   i 

LEMBAR PERSETUJUAN......................................................................   ii 

LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................   iii 

LEMBAR PERNYATAAN......................................................................   iv 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..................   v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................   vi 

KATA PENGANTAR..............................................................................   vii 

ABSTRAK................................................................................................   x 

DAFTAR ISI.............................................................................................   xi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.............................................................    1 

B. Identifikasi masalah dan rumusan masalah..................    7 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................    8 

D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran...............    9 

E. Metode Penelitian........................................................    15 

F. Sistematika Penulisan...................................................      17 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Hukum Acara Perdata........................     20 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata.........................    20 

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.........................    21 

B. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan..................    23 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....................    23 

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaaan........................    25 

3. Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Ketenagakerjaan..    29 

C. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja.............    34 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja................    34 

2. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja................    36 

3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja...................    39 

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh 

Yang di PHK..............................................................    40 

 

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016



xii 
 

BAB III HASIL PENELITIAN 

A. Posisi Kasus......................................................................    41 

B. Pertimbangan Hakim .......................................................    50 

C. Hasil Putusan...................................................................     54 

D. Hak-Hak Pekerja.............................................................      54 

E. Perlidungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh.................     56 

F. Asas-Asas Hukum Acara Perdata...................................      58 

1. Asas Hakim Bersifat Pasif.........................................      58   

2. Asas Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak......        60 

3. Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum..................      61 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pekerja yang hak-

haknya dirugikan saat dilakukan PHK dikaitkan dengan asas 

hukum acara perdata pada putusan nomor 636 k/Pdt.Sus-

PHI/2014........................................................................      63 

B.   Bentuk upaya hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja 

yang tidak menerima hak-haknya setelah dilakukan 

pemutusan hubungan kerja dikaitkan dengan putusan nomor 

636 k/Pdt.Sus-PHI/2014................................................     68 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan..................................................................    89 

B. Saran............................................................................    90 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016


	003. Persetujuan Pembimbing
	004. Pengesahan Skripsi
	005. Lembar Pernyataan
	006. Lembar Pernyataan Publikasi
	007. Motto dan Persembahan
	008. Kata Pengantar
	009. Abstrak
	010. Daftar Isi



